MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR PM 59 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT

DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa upaya perubahan pengaturan mengenai usaha
jasa terkait dengan angkutan di perairan dilakukan
melalui perubahan peraturan menteri serta untuk
mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam
meningkatkan penyelenggaraan wusaha jasa terkait
dengan angkutan di perairan, sehingga perlu simplifikasi
beberapa peraturan menteri ke dalam satu peraturan
menteri secara komprehensif;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pelayaran, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan
untuk kelancaran kegiatan usaha jasa angkutan di
perairan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di

Perairan;



Mengingat

Pasal 17 ayat (3} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6643};

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 6617);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN
ANGKUTAN DI PERAIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim.
Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut
dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang
dengan menggunakan Kapal.

Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk
melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang
usaha pokoknya.

Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat
memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran.
Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang
bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke
Kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring,
cargodoring, dan receiving/delivery.

Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding)
adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua
kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman
dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta
api, laut, dan/atau udara.

Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau
Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah
kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan
peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait
dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk

pelayanan Kapal.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Usaha Tally Mandiri adalah kegiatan usaha jasa
menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat
catatan mengenal muatan untuk kepentingan pemilik
muatan dan/atau pengangkut.

Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang
meliputi penyimpanan, penumpukan, pernbersihan, dan
perbaikan peti kemas.

Usaha Pengelolaan Kapal (ship management) adalah
kegiatan jasa pengelolaan Kapal di bidang teknis Kapal
meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku
cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan
sertifikasi kelaiklautan Kapal.

Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (ship
broker) adalah kegiatan usaha perantara jual beli Kapal
(sale and purchase) dan/atau sewa menyewa Kapal
(chartering).

Usaha Keagenan Awak Kapal (ship manning agency)
adalah usaha jasa keagenan Awak Kapal yang meliputi
rekruitmen dan penempatan di Kapal sesuai kualifikasi.
Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk
mengurus kepentingan Kapal perusahaan angkutan laut
asing dan/atau Kapal perusahaan angkutan laut
nasional selama berada di Indonesia.

Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (ship repairing
and maintenance) adalah usaha jasa perawatan dan
perbaikan Kapal yang dilaksanakan di Kapal dalam
kondisi mengapung.

Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan
usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau
barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari
Kapal ke Kapal di perairan pelabuhan.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh
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Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra- dan/atau
antarmoda transportasi.

Terminal adalah Fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun
penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari
Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan Usaha Pokoknya.

Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr
adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan
atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung
untuk kegiatan Pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya
disebut DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan
Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin
keselamatan Pelayaran.

Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang
Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah
dan perairan di DLKr dan DLKp Pelabuhan.
Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan,
kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan,
kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Khusus Batam
dan unit penyelenggara pelabuhan.

Unit  Penyelenggara  Pelabuhan adalah lembaga
pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yvang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.

Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara
Pelabuhan kepada badan usaha Pelabuhan untuk

melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan
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jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu
tertentu dan kompensasi tertentu.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan wusahanya khusus di bidang pengusahaan
Terminal dan Fasilitas Pelabuhan lainnya.

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan Kapal yang
memenuhi persyaratan keselamatan Kapal, pencegahan
pencemaran perairan dari Kapal, pengawakan, garis
muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan
kesehatan penumpang, status hukum Kapal, manajemen
keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal,
dan manajemen keamanan Kapal untuk berlayar di
perairan tertentu.

Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang
memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan,
permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan
serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong
dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan
sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain
bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal
Indonesia.

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan
di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk
melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya

yang tercantum dalam buku sijil.

Persatuan Pelaut adalah organisasi khusus pelaut yang
dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut sesuai dengan
ketentuan nasional dan/atau organisasi internasional,

yang berafiliasi dengan federasi/konfederasi pelaut
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internasional dan mendapatkan otorisasi oleh Direktur
Jenderal.

Perjanjian  Kerja Bersama (Collective  Bargaining
Agreement [CBA) yang selanjutnya disingkat PKB adalah
perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani
oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik
dan/atau operator kapal dengan persatuan pelaut yang
diketahui oleh Direktur Jenderal.

Perjanjian Kerja Laut (Seaferers Employment Agreement)
yang selanjutnya disingkat PKL adalah perjanjian kerja
perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan
lJaut atau badan Usaha Keagenan Awak Kapal dengan
pelaut yang akan dipekerjakan sebagai awak kapal.
Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi
keahlian dan/atau keterampilan sebagai awak kapal.
Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Kapal adalah setiap Kapal yang tenggelam atau
kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan
Pelayaran.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya
disebut Perizinan Berusaha adalah legalitas yang
diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Badan Usaha adalah Badan Usaha milik negara, Badan
Usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang
khusus didirikan untuk Pelayaran.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
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yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yangmenjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pelayaran.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan

usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan berupa:

a.
b.

C.

TR0

=

e,

bongkar muat barang;

jasa pengurusan transportasi;

angkutan perairan Pelabuhan;
penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut;

tally mandiri;

depo peti kemas;

pengelolaan Kapal:

perantara jual beli dan/atau sewa Kapal;
keagenan Kapal;

perawatan dan perbaikan Kapal; dan

keagenan Awak Kapal.
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BAB III
PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

Bagilan Kesatu

Kegiatan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal

Pasal 3
Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan
usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang
dari dan ke Kapal di Pelabuhan.
Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari Kapal ke
Kapal (ship to ship transfen.
Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana
kegiatan bongkar muat yang terdiri atas:
a. perusahaan bongkar muat;
b. perusahaan angkutan laut nasional; dan
c. Badan Usaha Pelabuhan yang telah memperoleh

Konsesi.
Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, wajib bekerja sama dengan:
a. Penyelenggara Pelabuhan; atau
b. Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan
Konsesi.

Perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dapat melakukan kegiatan bongkar muat
barang di Terminal multipurpose dan konvensional.
Kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (5} dilaksanakan dengan menggunakan
peralatan bongkar muat dan/atau tenaga kerja bongkar
muat.
Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar
muat yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi

bongkar muat.
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Penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4
Kegiatan bongkar muat oleh perusahaan angkutan laut
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf b, hanya untuk kegiatan bongkar muat barang
tertentu untuk Kapal yang dioperasikannya.
Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi barang:
a. milik penumpang;
b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui
conveyor atau sejenisnya; dan
d. yang diangkut diatas kendaraan melalui Kapal Ro-
Ro.
Bongkar muat barang selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus dilakukan oleh perusahaan bongkar
muat dan/atau Badan Usaha Pelabuhan.
Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan
bongkar muat semua jenis barang apabila di Pelabuhan
tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang
atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan
Konsesi.
Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Kapal yang
dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan
tenaga ahli.
Kegiatan bongkar muat barang curah cair yang dibongkar
atau dimuat melalui pipa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf b, dilakukan dengan menggunakan pipa
milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut

nasional.
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Kegiatan bongkar muat barang curah kering yang
dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan
dengan menggunakan conveyor milik atau dikuasai oleh

perusahaan angkutan laut nasional.

Pasal 5
Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar
muat barang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan
yang telah mendapatkan Konsesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan pada
terminal:
a. peti kemas;
b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalu:
pipanisasi;
¢c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui
conveyor atau sejenisnya; dan
d. kendaraan yang mengangkut kendaraan melalui
Kapal ro-ro.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dilakukan di terminal multipurpose dan konvensional
dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang didirikan
khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan
melalui kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan yang
telah mendapatkan Konsesi.
Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau
pelayanan jasa bongkar muat barang pada terminal
multipurpose dan konvensional melakukan kemitraan
dengan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk
bongkar muat barang di Pelabuhan dalam rangka
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan
memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam

berusaha.
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Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan di
terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2} harus
memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan

yang dilakukannya, dibuktikan melalui sertifikat.

Pasal 6

Kegiatan bongkar muat barang untuk kegiatan ship to
ship (STS) transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar
muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat
sesuai dengan jenis barang yang dibongkar/dimuat.
Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dioperasikan oleh sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan
vang dilakukannya, dibuktikan melalui sertifikat
kompetensi.

Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan

menjamin keselamatan kerja.

Pasal 7

Perusahaan angkutan laut atau pemilik barang, atau

kuasanya dapat menunjuk perusahaan bongkar muat atau

Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan setempat untuk

melakukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke

Kapal di Pelabuhan.

(1)

(2)

Pasal 8

Tata cara pelayanan bongkar muat barang dari dan ke
Kapal ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan
setempat yang dituangkan dalam standar operasional
prosedur.

Pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan
ke Kapal di Pelabuhan ditetapkan oleh Penyelenggara
Pelabuhan setempat yang dituangkan dalam standar

kinerja pelayanan Kapal dan barang.
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Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 9
Pelaksana bongkar muat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yang telah memiliki
perizinan berusaha, dalam pelaksanaan kegiatannya
dilakukan melalui kerja sama dengan:
a. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk Pelabuhan
yang belum diusahakan secara komersial; atau
b. Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan
Konsesi untuk Pelabuhan yang telah diusahakan
secara komersial.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk menjamin kelancaran arus barang,
meningkatkan efektivitas kinerja operasional
Pelabuhan dan untuk mengetahui tingkat kinerja
pelayanan bongkar muat sesuai dengan standar
kinerja pelayanan operasional Pelabuhan yang
ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.
Kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam bentuk perjanjian kerja sama dan diketahui

oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pasal 10

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3), paling sedikit memuat:

a.

o

Mmoo a0

oo

para pihak;

pokok pekerjaan yang diperjanjikan;

jangka waktu perjanjian;

hak dan kewajiban para pihak;

persyaratan dan spesifikasi teknis;

ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal
para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
penyelesaian perselisihan; dan

ketentuan mengenai keadaan memaksa.
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Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11
Perusahaan bongkar muat barang harus melaporkan
kegiatan usaha bongkar muat dari dan ke kapal kepada
Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat.
Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaporan kegiatan Usaha Bongkar Muat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(1)

(2)

Pasal 13
Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, melakukan evaluasi
terhadap jumlah perusahaan bongkar muat dengan
pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan
rekomendasi kepada lem‘baga online single submission
untuk tidak menerbitkan perizinan berusaha baru
atau menghentikan sementara penerbitan perizinan

berusaha perusahaan bongkar muat.
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Bagian Keempat

Tanggung Jawab

Pasal 14

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin

pihak-pihak yang dirugikan, pelaksana kegiatan bongkar

muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib

mengasuransikan tanggung jawabnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi

Pasal 135

(1) Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang

yvang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan

penerimaan  barang melalui  transportasi  darat,

perkeretaapian, laut, dan udara yang dapat mencakup

kegiatan:
a. penerimaan;
b. pengelolaan penyimpanan barang yang dilakukan di

a0

oo om0

—_

gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan
penumpukany);

pemisahan atau sortasi;

pengepakan;

penandaan;

pengukuran;

penimbangan;

pengelolaan transportasi,;

penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda
transportasi darat, laut, dan/atau udara;
pengurusan penyelesaian dokumen;

pemesanan ruangan pengangkut;



(2)

(1)

(2)
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[a—

pengiriman;

pengelolaan pendistribusian;
perhitungan biaya angkutan dan logistik;
klaim;

asuransi atas pengiriman barang;

2T o B g

penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang

diperlukan;

r. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;

s. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan
internasional secara  konvensional dan/atau
elektronik;

t. penyediaan e-commerce, teknologi internet yang
menggunakan sistem satelit yang memungkinkan
pelacakan real- time barang;

u. pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator

Common Carrier (NVOCC); dan

v. pengiriman dan/atau penerimaan barang khusus

bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa

pengurusan transportasi.

Bagian Kedua

Dokumen Angkutan

Pasal 16

Sebagai pengangkut kontraktual perusahaan jasa
pengurusan transportasi menerbitkan dokumen
angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan internasional.

Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
baik  berbentuk cetak maupun elektronik yang
diterbitkan, diurus, dan diatur oleh perusahaan jasa
pengurusan transportasi dalam mengirim atau menerima

dan mendistribusikan barang antara lain:



(3)

(1)

(2)

(3)
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a. forwarders certificate of receipt;

b.  forwarders certificate of transports;
c. forwarder warehouse receipt;

d. house bill of lading;

e. house air waybill;

f.

dokumen angkutan barang yang digunakan operator
angkutan dan forwarder yang mengatur tanggung
jawab dan kewajiban para pihak dalam kontrak

pengangkutan barang melalui jalan raya, kereta api,

laut, dan udara;
g. dokumen kepabeanan;
h. dokumen kekarantinaan;

1.  suratjalan; dan/atau

J- Dokumen FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

(FBL) berbentuk cetak maupun elektronik sebagai
bukti kontrak pengangkutan barang yang dalam
pengirimannya menggunakan 2 (dua) atau lebih
moda transportasi dan melampaui batas negara
yang diterbitkan oleh anggota Federasi Asosiasi
Forwarder Internasional (FIATA} yang ditujukan
kepada eksportir, importir, dan angkutan multimoda
di negara tujuan.

Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a sampai dengan huruf { wajib mengacu pada

Standard Trading Conditions (STC).

Pasal 17

Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dilakukan
oleh usaha patungan (joint venture} dan penanaman
modal asing wajib memiliki Perizinan Berusaha.
Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang
berstatus Penanaman Modal Asing wajib melaporkan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)
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Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 18
Perusahaan jasa pengurusan transportasi melaporkan
kegiatan usaha kepada Gubernur dan Penyelenggara
Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau
Otoritas Transportasi lainnya.
Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 19

Pelaporan kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

(1)

(2)

Pasal 20

Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau
Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan jasa
pengurusan  transportasi dan  pengguna  jasa
berdasarkan laporan realisasi kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, Gubernur dapat memberikan
rekomendasi kepada lembaga online single submission
untuk tidak menerbitkan perizinan berusaha baru
atau menghentikan sementara penerbitan perizinan

berusaha perusahaan jasa pengurusan transportasi.
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Bagian Keempat

Tanggung Jawab

Pasal 21
Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin
pihak yang dirugikan, perusahaan jasa pengurusan
transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan/atau

tanggung jawabnya.

BAB V
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

Pasal 22

(1) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan
penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau
sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan
pelabuhan.

(2) Kegiatan Usaha  Angkutan  Perairan Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
badan usaha yang didirikan khusus untuk Usaha
Angkutan Perairan Pelabuhan.

(3) Selain badan usaha yang dimaksud pada ayat (2),
kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dapat
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(4) Kegiatan Usaha  Angkutan Perairan Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional, izin usahanya

melekat pada izin usaha pokoknya.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 23

Kegiatan Usaha  Angkutan Perairan Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
dilakukan di dalam DLKr dan/atau DLKp.

Bagi pelabuhan yang belum memilki DLKr/DLKp
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau Rencana
Induk Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan dapat
menetapkan area kegiatan angkutan perairan pelabuhan
dengan memperhatikan aspek keselamatan dan
keamanan pelayaran dan wilayah kerja yang berada

dibawah pengawasannya.

Kegiatan angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan dengan
menggunakan Kapal yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 24

Perusahaan angkutan laut nasional atau pemilik barang
atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan angkutan
perairan Pelabuhan di Pelabuhan setempat untuk
melakukan  pelaksanaan  kegiatan  memindahkan
penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau
sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan
Pelabuhan.

Selain perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) perusahaan angkutan laut asing
atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan angkutan
perairan Pelabuhan di Pelabuhan setempat untuk
melakukan pelaksanaan kegiatan memindahkan
penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau
sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan

Pelabuhan.



(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 25
Badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha
angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2), wajib memiliki Perizinan
Berusaha angkutan perairan Pelabuhan.
Perizinan Berusaha angkutan perairan Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh

Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.

Pasal 26
Perusahaan angkutan perairan Pelabuhan yang akan
mengoperasikan Kapal, harus menyampaikan rencana
kegiatan pengoperasian Kapal kepada Syahbandar atau
Penyelenggara Pelabuhan setempat.
Rencana kegiatan pengoperasian Kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi atau
kepala cabang dan disampaikan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum Kapal beroperasi.
Rencana kegiatan pengoperasian Kapal angkutan
perairan Pelabuhan disampaikan dengan melampirkan:
a. salinan Sertifikat Standar Usaha Angkutan Perairan
di Pelabuhan;
b. dokumen dan/atau sertifikat Kapal yang masih
berlaku; dan
c. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan
Kapal yang menggunakan jasa angkutan perairan
Pelabuhan.
Berdasarkan rencana kegiatan pengoperasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar atau
Penyelenggara Pelabuhan melakukan verifikasi atas
persyaratan rencana kegiatan pengoperasian Kapal
angkutan perairan Pelabuhan.
Rencana kegiatan pengoperasian Kapal angkutan
perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



(6)

(1)

(2)
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Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenubhi,
Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan memberikan
persetuyjuan atas rencana kegiatan pengoperasian Kapal

angkutan perairan Pelabuhan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

Perusahaan angkutan perairan pelabuhan harus
melaporkan  kegiatan Usaha Angkutan Perairan
Pelabuhan kepada Gubernur dan Syahbandar dan/atau
Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 28

Pelaporan kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2)

Pasal 29

Gubernur dan Syahbandar dan/atau Penyelenggara
Pelabuhan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan
angkutan perairan Pelabuhan, dan pengguna jasa
berdasarkan laporan realisasi kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur dapat memberikan rekomendasi
kepada lembaga online single submission untuk tidak
menerbitkan Perizinan Berusaha baru atau
menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha

angkutan perairan Pelabuhan.
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Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 30

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin

pihak yang dirugikan, perusahaan angkutan perairan

Pelabuhan wajib mengasuransikan Kapal dan awaknya,

penumpang dan barang yang diangkut serta tanggung jawab

sebagai pengangkut.

(1)

(2)

Pasal 31

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30, merupakan tanggung jawab atas akibat
yang ditimbulkan oleh pengoperasian Kapalnya.
Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), dilakukan terhadap:
a. kematian atau cedera penumpang yang diangkut;
b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang

diangkut; atau

c. kerugian pihak ketiga.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN

(1)

LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN
ANGKUTAN LAUT

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau

Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut

Pasal 32
Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut
atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,
merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang
yvang diperlukan bagi terlaksananya penyewaan peralatan

angkutan laut atau penyewaan peralatan jasa terkait








































































































































































